
 

 
 

 
 

BUPATI CIAMIS 
 

PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

 

NOMOR  2  TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI CIAMIS, 

 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis telah 

diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum sepenuhnya 
mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di 

Kabupaten Ciamis; 

c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf 
b, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada 

huruf a perlu disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4586); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  

Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian   Urusan   Pemerintahan   antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4960); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4941); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi; 

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 

tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah; 

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun 2009 
tentang Pendidikan Inklusif; 

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di 

Kabupaten/Kota; 

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 

tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah; 

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun   

2007   tentang   Standar   Kepala Sekolah/Madrasah; 

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan 

Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya; 

26. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 

14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun  

2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula; 

28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 

Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki 

Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat 

Istimewa; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 

Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ciamis Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 23); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14). 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS 
 

dan 
 

BUPATI CIAMIS 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis 
Tahun 2011 Nomor 23), diubah sebagai berikut: 

 
 

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi: 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Ciamis. 

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan 
Negara. 



5 
 

6. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Ciamis, penduduk luar 

Kabupaten Ciamis, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten 
Ciamis. 

7. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti 
oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan 
pemerintah daerah.  

8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen 
sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung 
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu. 

10. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional 
yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan 

pendidikan. 

11. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang 
relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus 

dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah. 

12. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi 

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. 

13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

14. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan 
wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan pengawasan akademik dan menejerial pada satuan 

pendidikan. 
15. Penilik adalah jabatan profesional yang diduduki oleh PNS dengan hak dan 

kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
dengan ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk 
melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program 

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan serta 
Kursus dan Pelatihan pada jalur pendidikan non formal dan informal. 

16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta 
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri 

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 
pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu. 

19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal 

pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

20. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 
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21. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah 

Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah  

Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat. 

22. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi. 

23. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal 

yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 

24. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

25. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki 

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan 

fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi 

kecerdasan dan bakat istimewa. 

26. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di 

daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak 

mampu dari segi ekonomi. 

27. Pendidikan Inklusif adalah sistem  penyelenggaraan pendidikan yang 
memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki 

kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 
untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan 
pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 

28. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk 
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum 
pada jenjang pendidikan dasar. 

29. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan   formal  yang   menyelenggarakan 

pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari 
SD, MI atau bentuk lain yang sederajat. 

30. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya   keuangan   

yang   diperlukan   untk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. 

31. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan kompetensi peserta 

didik untuk mencapai fungsi dan tujuan pendidikan yang 

diselenggarakan dengan cara profesional dan demokratsis di satuan 

pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah. 

32. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan 

penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan 

pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 

33. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan 

pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. 

34. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 

berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. 

35. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 

orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh 

masyarakat yang peduli pendidikan. 

36. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan 

sebagai Kepala satuan pendidikan. 

37. Pakaian Sekolah Nasional adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta 

didik pada jalur pendidikan formal tingkat SD/SMP/SMA/SMK pada 

satuan pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional 

untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses pembelajaran. 
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38. Program Induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, 

pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam 

proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh calon PNS dan atau PNS 

untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru serta bagi guru pemula 

bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang 

diselenggarakan oleh masyarakat; 

39. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah kegiatan 

pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan 

profesionalitasnya. 

 

2. Ketentuan Pasal 15  ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 15 

(1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dalam 

melaksanakan tugas berhak : 

a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan  hidup  minimal  dan  

jaminan kesejahteraan  sosial  berdasarkan  status kepegawaian dan 

beban tugas serta prestasi kerja bagi yang berstatus PNS sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. memperoleh penghasilan berdasarkan perjanjian kerja atau 

kesepakatan   kerja   bersama   d bagi yang berstatus engan 

memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);  

c. memperoleh tunjangan kelebihan jam mengajar tiap bulan; 

d. memperoleh  perlindungan  hukum  dalam melaksanakan tugas dan 

hak atas kekayaan intelektual; 

e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, 

kualifikasi, dan sertifikasi guru dalam jabatan; 

f. memperoleh serta memanfaatkan sarana dan prasarana 

pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya; 

g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut 
menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada 
peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam 
melaksanakan tugas; 

i. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi 
selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya; 

j. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan 
pendidikan; 

k. melaksanakan kunjungan kerja dalam/luar negeri untuk 
meningkatkan wawasan; dan 

l. berhak memperoleh kepastian hukum dalam bentuk keputusan dan 
kontrak kerja bagi yang berkerja pada Yayasan pengelola pendidikan. 

m. memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang telah mendapatkan 
sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. 

 
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan (4), diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
Pasal 19 

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal 

yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 
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(2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. 

(3) Pendidikan non formal terdiri atas Kesetaraan, Kursus, Keaksaraan 

Fungsional dan Keaksaraan Usaha Mandiri. 

(4) Pendidikan informal terdiri atas Pendidikan Keluarga dan lingkungan.  

(5) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, 

dan khusus. 
 
 

4. Ketentuan Pasal 20, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 20 

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dapat diwujudkan dalam bentuk: 

a. pendidikan anak usia dini; 

b. pendidikan dasar; 

c. pendidikan nonformal; 

d. pendidikan informal; 

e. pendidikan berstandar nasional dan berbasis keunggulan lokal, regional 
dan global; 

f. pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidkan Inklusif 
 
 

5. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 34 

(1) Pendidikan menengah umum bertujuan untuk: 

a. membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, dan 
intelektual; 

b. membentuk manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan; 

c. membentuk manusia sebagai anggota masyarakat yang bertanggung 
jawab; 

d. membentuk manusia yang memiliki sikap wirausaha; dan 

e. mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan  lebih  
lanjut  sejalan  dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

 

6. Ketentuan Bagian Kedelapan dan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Bagian Kedelapan 
Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Pendidikan Inklusif 

 

Paragraf 1 

Fungsi dan Tujuan 
 

Pasal 60 

(1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta 

didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses 

pembelajaran karena kendala emosional, mental, sosial dan/atau peserta 
didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. 

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala 
emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan   potensi 

pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju 
kemandirian hidup. 
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(3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan 
kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan bakat 

istimewa yang dimilikinya. 

(4) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi 
peserta didik yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial. 

(5) Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memberikan layanan   
pendidikan   secara berkesinambungan. 

(6) Pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai 
keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik yang 

memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki 
potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh 
pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.  

(7) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, 
harus dilengkapi komponen pendukung.  

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan inklusif diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

 

 
7. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 89 

(1) Pengangkatan, penempatan, dan pemindahan guru pada satuan 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah 

yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan 

memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang 

pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengangkatan, penempatan, dan pemindahan guru pada satuan 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan 

penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan 

memperhatikan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. 

(3) Guru Pemula wajib terlebih dahulu mengikuti Program Induksi. 

(4) Ketentuan mengenai program induksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diatur dengan peraturan Bupati. 
 

 

8. Ketentuan Pasal 91, diubah sehingga sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 91 

(1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada 

satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah 

dan/atau masyarakat melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah dan 

karya inovatif, didasarkan pada hasil penilain kinerja dan hasil uji 

kompetensi. 

(2) Kenaikan pangkat dan jabatan pada lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh penyelenggara 

pendidikan.  

(3) Pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagai pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKB). 
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9. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 92 

(1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) pendidik dan tenaga 

kependidikan yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) pendidik dan tenaga 

kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

dan pendidikan nonformal yang  diselenggarakan Pemerintah Daerah 

dan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

(3) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) pendidik dan tenaga 

kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

dan pendidikan nonformal yang  diselenggarakan Pemerintah Daerah 

dan masyarakat dapat memberdayakan Kelompok Kerja/Musyawarah 

Kerja Guru, KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS dan MKPS sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

10. Ketentuan Pasal 108, diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 108 

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan 

pada jalur pendidikan formal dan nonformal di setiap jenjang dan jenis 
pendidikan. 

(2) Bupati membentuk Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah/Madrasah 

yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi 

kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan 
Pendidikan Nonformal. 

(3) Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah/Madrasah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap 
program keahlian, dan/atau satuan pendidikan sekolah/Madrasah dan 

pendidikan nonformal. 

(4) Unit penyelenggara akreditasi Sekolah/Madrasah sebagaimana tersebut 

pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas Ketua, 
Sekretaris, Bendahara dan 2 (dua) orang Anggota. 

(5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bentuk 
akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, 

dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai 
standar nasional pendidikan. 

(6) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, 
objektif, dan akuntabel yang meliputi aspek: 

a. standar Isi; 

b. standar Proses; 

c. standar Kompetensi Lulusan; 

d. standar Tenaga  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan; 

e. standar Sarana dan Prasarana; 

f. standar Pengelolaan; 

g. standar Pembiayaan; dan 

h. standar Penilaian. 

(7) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi Badan Akreditasi, harus 
diinformasikan kepada masyarakat. 
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(8) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

11. Ketentuan Pasal 117 ayat (7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 117 

(1) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan   
masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, 

regional, nasional, dan internasional. 

(2) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat studi 
kelayakan yang meliputi: 

a. sumber peserta didik; 

b. pendidik dan tenaga kependidikan; 

c. kurikulum dan program kegiatan belajar; 

d. sumber pembiayaan; 

e. sarana dan prasarana; dan 

f. manajemen penyelenggaraan sekolah. 

(3) Pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selain 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah persyaratan 

sebagai berikut: 

a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan 

tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan 
pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat; dan 

b. adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri 

dan unit produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan. 

(4) Setiap pendirian satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar 

dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan 

pendidikan. 

(5) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak 

dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun. 

(6) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan  Keputusan 

Bupati. 

(7) Pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Dinas. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendirian satuan pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

12. Ketentuan Pasal 135 ayat (7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 135 

(1) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15 (lima 

belas) orang, terdiri atas unsur : 

a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen); 

b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan 

c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 20% (dua puluh persen). 
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(2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah/madrasah adalah 3 (tiga) 

tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

(3) Anggota komite sekolah/madrasah dapat diberhentikan apabila: 

a. mengundurkan diri; 

b. meninggal dunia; atau 

c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; 

d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

(4) Susunan kepengurusan komite sekolah/madrasah terdiri atas ketua 

komite dan sekretaris.  

(5) Anggota komite sekolah/madrasah dipilih oleh rapat orangtua/wali 

peserta didik satuan pendidikan.  

(6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih 

dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui 

pemungutan suara. 

(7) Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota komite sekolah/madrasah 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  

Daerah  ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis. 

 

      
Ditetapkan di Ciamis 

pada tanggal  31 Maret 2015 
      

BUPATI CIAMIS, 

 
Cap/ttd 

 

 
H. IING SYAM ARIFIN 

 
Diundangkan di Ciamis 
pada tanggal 31 Maret 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 
 

Cap/ttd 
 
 

H. HERDIAT S. 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR  2 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT :       
(NOMOR 39/2015)   

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

Cap/ttd 

 

AEP SUNENDAR, SH., MH. 

NIP. 19621018 198303 1 005 



13 
 

PENJELASAN 

 
ATAS 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

 

NOMOR  2  TAHUN 2015   
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 

NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
 
 

I. UMUM 
 

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis telah 
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ciamis Tahun 2011 Nomor 23), bahwa dalam pelaksanaanya terdapat 
beberapa hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan 

belum terakomodir dalam Peraturan Daerah tersebut, sehingga perlu 
dilakukan perubahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 
  Cukup jelas. 

Pasal II 
  Cukup jelas. 
 

 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR  20 
 


